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ABSTRAK

Pembangunan Taman Budaya yang akan dibangun di Kabupaten Bantul tidak
terlepas dari wujud kontribusi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyongsong
Indonesia emas 2045. Pembangunan Taman Budaya Bantul diharapkan dapat
menjadi wadah bagi para seniman dan masyarakat yang tertarik pada bidang seni dan
budaya, tidak hanya untuk masyarakat lokal namun juga untuk masyarakat
internasional. Pengadaan Tanah merupakan hal yang sangat penting sebelum
terjadinya pemanfaataan lahan guna pembangunan khususnya pembangunan Taman
Budaya Bantul. Pembangunan Taman Budaya Bantul memerlukan lahan kurang dari
5 hektar, oleh karenanya pengadaan tanahnya menggunakan skala kecil yang
pelaksanaannya ditangani langsung oleh Dinas Kebudayaan Bantul. Substansi dari
pengadaan tanah ialah memberikan ganti kerugian yang layak dan adil sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak yang berhak. Berangkat
dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Pengadaan
Tanah untuk Pembangunan Taman Budaya Bantul dan Pemberian Ganti Kerugian,
hambatan yang dihadapi beserta solusinya.

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis sosiologis, mengkaji reaksi
serta interaksi yang terjadi ketika suatu norma hidup dalam masyarakat.
Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan literasi berbagai peraturan
perundang-undangan yang terkait. Penulis ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan
pengadaan tanah khususnya pemberian ganti kerugian yang terjadi dalam Pengadaan
Tanah untuk pembangunan Taman Budaya Bantul apakah telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau malah sebaliknya.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Pengadaan Tanah
pembangunan Taman Budaya Bantul telah sesuai dengan Undang-Undang No. 2
Tahun 2012. Implementasi pemberian ganti kerugiannya juga telah sesuai dengan
Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 yang, diberikan kepada pihak yang berhak secara
adil dan layak. Terdapat beberapa kendala diantaranya pihak yang berhak meninggal
dunia sebelum pelaksanaan pemberian ganti kerugian. Selain itu, ahli waris dari
pemilik tanah yang meninggal dunia berdomisili jauh dari lokasi objek pengadaan
tanah, serta sulitnya komunikasi dengan pihak yang berhak. Solusi atas hambatan
tersebut diantaranya, melibatkan unsur instansi pertanahan yang lebih banyak dalam
tim pelaksana pengadaan tanah, melakukan eksplorasi materi pra pelaksanaan
pengadaan tanah, serta memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian, Taman Budaya Bantul.
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ABSTRACT

The development of the Cultural Park to be built in Bantul Regency is
inseparable from the Bantul Regency Government's contribution in welcoming the
golden Indonesia 2045. The development of the Bantul Cultural Park is expected to
be a place for artists and people interested in arts and culture, not only for the local
community but also for the international community. Land acquisition is very
important before the utilization of land for development, especially the construction
of the Bantul Cultural Park. The development of the Bantul Cultural Park requires
less than 5 hectares of land, therefore the land acquisition uses a small scale whose
implementation is handled directly by the Bantul Culture Office. The substance of
land acquisition is to provide adequate and fair compensation in accordance with
applicable laws and regulations to the rightful parties. Departing from this, the
author is interested in examining how the implementation of Land Acquisition for the
Construction of the Bantul Cultural Park and the Provision of Compensation, the
obstacles faced and their solutions.

The research method used is juridical sociological, examining the reactions
and interactions that occur when a norm lives in society. Data collection through
interviews, observation, and literacy of various related laws and regulations. The
author wants to examine how the implementation of land acquisition, especially the
provision of compensation that occurs in the Land Acquisition for the construction of
Bantul Cultural Park, whether it is in accordance with the applicable laws and
regulations or vice versa.

The results of this study indicate that the implementation of Land Acquisition
for the construction of Bantul Cultural Park is in accordance with Law No. 2 of 2012.
The implementation of compensation has also been in accordance with Law No. 2 of
2012, which is given to the rightful party fairly and properly. There are several
obstacles including the rightful party passing away before the implementation of
compensation. In addition, the heirs of the deceased landowner live far from the
location of the land acquisition object, as well as the difficulty of communication
with the entitled party. Solutions to these obstacles include involving more elements
of the land agency in the land acquisition implementation team, exploring pre-
implementation material for land acquisition, and utilizing the development of
communication technology.

Keywords: Land Acquisition, Compensation, Bantul Cultural Park.
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MOTTO

عََعى ا عَ لّ اَ َِ عَا لَإَْن عَ ْْ لل َعِ عَ

“Dan bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah

diusahakannya.”

(QS. An-Najm: 138)
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, pembangunan semakin pesat dan kebutuhan akan

lahan atau tanah pun semakin tinggi khususnya di Indonesia. Pesatnya kebutuhan

akan lahan atau tanah merupakan pengaruh dari pembangunan yang terus dilakukan,

khususnya pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2021 pemerintah telah

melangsungkan 124 proyek infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).1

Pemerintah telah merencanakan 29 PSN untuk diselesaikan di tahun 2022. Puteri

Komarudin (Anggota Badan Kerja Sama antar Parlemen DPR RI) mengemukakan

akan pentingnya kinerja pembangunan infrastruktur dalam rangka menunjang proses

pemulihan ekonomi nasional.2

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 “Negara Indonesia adalah negara

hukum.”3

1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 ayat (3).

2“Pembangunan Infrastruktur Bantu Percepat Pemulihan Ekonomi”,
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36863/t/Pembangunan+Infrastruktur+Bantu+Percepat+Pemulih
an+Ekonomi+, akses 20 Agustus 2022.

3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36863/t/Pembangunan+Infrastruktur+Bantu+Percepat+Pemulihan+Ekonomi
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36863/t/Pembangunan+Infrastruktur+Bantu+Percepat+Pemulihan+Ekonomi
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Hal ini mengandung makna bahwa segala pelaksanaan yang berhubungan dengan

negara harus berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Negara hukum

Indonesia tentunya harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.4

Sebagai negara hukum, kepastian hukum merupakan hal pokok yang wajib

diperhatikan. Dalam kaitannya dengan kepastian hukum hak atas tanah bagi

masyarakat, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Lahirnya UUPA tersebut tidak lain

merupakan realisasi dari amanat konstitusi tepatnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.5

Mengandung makna bahwa negara memiliki hak untuk menguasai dalam hal

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penyediaan, penggunaan, serta

pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa6. Implikasi utama adanya kebijakan

pertanahan ialah alokasi tanah yang diperlukan guna kepentingan pembangunan

dalam lokasi dan waktu yang tepat, serta harga yang wajar. Dalam rangka mengatur

dan memberikan standar harga tanah dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan,

pemerintah telah melakukan berbagai cara dan teknik salah satunya dengan

pengadaan tanah.

Pengadaan tanah ialah kegiatan menyediakan tanah melalui pemberian ganti

rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atau pemilik yang diperoleh

4 Fahmiyeni Adriati, “Negara Hukum Indonesia”, hal. 5.

5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 33 ayat (3).

6 Pelaksana BPK JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, “Konsep “Kepentingan
Umum” dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Nasional dalam Peraturan Perundang-undangan
di Indonesia”, Jurnal Tulisan Hukum, 2019, hal. 3.
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tanahnya.7 Pada hakikatnya, seluruh hak atas tanah memiliki fungsi sosial

sebagimana yang termaktub dalam Pasal 6 UUPA “Semua hak atas tanah

mempunyai fungsi sosial.”8 Hernawan berpendapat bahwa fungsi sosial yang

melekat pada hak atas tanah merupakan fungsi yang dimiliki oleh pemegang haknya

sekaligus terdapat fungsi kemasyarakatannya. Hal ini menyebabkan penggunaan

tanah harus mengutamakan kepentingan pemilik hak dan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan pencabutan hak atas tanah harus diikat dengan syarat pemberian ganti

rugi yang layak kepada pemilik hak.9

Dalam rangka merealisasikan Indonesia emas 2045, pemerintah terus

melakukan pembangunan infrastruktur, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah

satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta, di daerah ini yang menjadi karakteristik

kesitimewaannya ialah budaya. Guna mengembangkan serta meningkatkan apresiasi

dan ekspresi masyarakat akan kebudayaan, diperlukan wadah yang representative

untuk berkiprahnya para seniman, tempat yang bernilai edukasi, ekonomi, dan

rekreasi khususnya Kabupaten Bantul. Hal tersebut diwujudkan oleh Pemerintah

Kabupaten Bantul dengan dibangun Taman Budaya Bantul yang berlokasi di

Padukuhan Kamijoro, Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa

7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 ayat (2).

8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Pasal 6.

9 Nandang Isnandar dan Hadi Arnowo, Prinsip dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum di Indonesia, (Banyumas: SIP Publishing, 2021), hal. 24.
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Yogyakarta.10 Taman Budaya Bantul tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan

masyarakat sebagai tempat berekreasi, beredukasi terkait seni budaya sekaligus

sebagai penunjang peningkatan perekonomian daerah.11

Guna merealisasikan hal tersebut pemerintah perlu melakukan pengadaan

tanah dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan yang dilakukan

dengan memprioritaskan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan keadilan. Pengadaan

tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah melalui pemberian ganti rugi yang

layak dan adil kepada pihak yang berhak atau pihak yang menguasai atau memiliki

objek pengadaan tanah.12 Yang menjadi poin utama dalam hal ini ialah pemberian

ganti rugi.

Ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah merupakan “Penggantian

yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”.13 Berdasarkan pernyataan Menteri

PUPR (Widyaiswara Utama), beberapa isu pengadaan tanah yang sering menjadi

permasalahan diantaranya sering dijumpai adanya gugatan permintaan ganti rugi

dalam masa pelaksanaan konstruksi; banyak masyarakat yang mengklaim belum

diberi ganti rugi meskipun secara fisik sudah berupa jalan; adanya ketidaksepakatan

harga ganti rugi dikarenakan permintaan pemilik sangat tinggi disbanding penawaran;

10 Subbagian Hukum Perwakilan DIY, “Pemkab Bantul Segera Bangun Taman Budaya
Berkelas Internasional Senilai Rp. 150 Miliar”, 2022, hal. 1.

11 Wawancara dengan Slamet Pamuji, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Lkr.
Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta, 01 Maret 2023.

12 Undang-Undang No.2 Tahun 2012, Pasal 1 ayat (2).

13 Ibid., Pasal 1 ayat (10).
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terjadinya tumpang tindih hak atas tanah; serta keraguan pelaku pengadaan tanah.14

Menurut hemat penulis, pelaksanaan pengadaan tanah baik Pengadaan Tanah Skala

Kecil maupun Pengadaan Tanah Skala Besar tentu terdapat hambatan.

Bupati Bantul (Abdul Halim) menyatakan Taman Budaya Bantul akan

dibangun di atas lahan seluas lima hektar dengan total anggaran Rp. 150 miliar.15 Hal

tersebut dilakukan guna mewujudkan taman budaya berkelas internasional dengan

melibatkan seniman dan budayawan dalam proses desain dan konstruksinya.

Pembangunan Taman Budaya Bantul yang akan dibangun di atas tanah seluas lima

hektar tersebut merupakan tanah milik warga Padukuhan Kamijoro yang telah dibeli

oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.16

Pembangunan Taman Budaya Bantul dengan luas ≤ 5 hektar, penyelenggaan

pengadaan tanahnya termasuk Pengadaan Tanah Skala Kecil. Oleh karenanya,

pengadaan tanah pembangunan Taman Budaya Bantul dilaksanakan oleh Instansi

yang memerlukan tanah dalam hal ini ialah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul,

dilakukan secara langsung melalui jual beli. Namun untuk tahapannya tetap

14 Wijaya Seta, “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”,
disampaikan pada Pelatihan Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Jalan dan Jembatan.
Diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PUSDIKLAT Jalan, Perumahan,
Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 30 Juli 2020, hal. 10.

15 Subbagian Hukum Perwakilan DIY, “Pemkab Bantul Segera Bangun Taman Budaya
Berkelas Internasional Senilai Rp. 150 Miliar”, 2022, hal. 1.
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menggunakan aturan pengadaan tanah sebagaimana yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.17

Pembangunan Taman Budaya Bantul yang akan dibangun di atas tanah seluas

lima hektar tersebut, 19 tanah merupakan tanah perseorangan warga Padukuhan

Kamijoro yang telah dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dan satu tanah milik

Kelurahan Sendangsari. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan tentu terdapat hambatan,

tak terkecuali pengadaan tanah skala kecil. Pada praktiknya, terdapat beberapa

hambatan yang cukup menghambat jalannya pelaksanaan pengadaan tanah

pembangunan Taman Budaya Bantul.18

Hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk meneliti terkait “Implementasi

Pemberian Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

(Studi pada Pembangunan Taman Budaya Bantul, Daerah Istimewa

Yogyakarta)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Taman

Budaya Bantul dan implementasi pemberian ganti kerugiannya?

2. Bagaimana kendala dan solusi pada pengadaan tanah untuk pembangunan

Taman Budaya Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

17 Wawancara dengan Agustinus Heru Atmana, Bidang Pengadaan Tanah ATR/BPN
Kabupaten Bantul, Jl. Ringroad Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta, 07 Februari 2023.

18 Wawancara dengan Slamet Pamuji, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Lkr.
Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta, 01 Maret 2023.
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C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan

Taman Budaya Bantul dan implementasi pemberian ganti kerugiannya.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi pada proses pengadaan tanah untuk

pembangunan Taman Budaya Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Manfaat penelitian:

1. Manfaat Teoritis19

a. Bagi Universitas

Memberikan sumbangan pengetahuan berbentuk skripsi terkait

Pelaksanaan Pengadaan Tanah khususnya skala kecil, dimana mencakup

pula hambatan yang terjadi, penyelesaiannya, hingga masukan yang

bermanfaat untuk pelaksanaan Pengadaan Tanah selanjutnya.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi bagi mahasiswa lainnya yang juga meneliti

pembahasan yang terkait.

c. Bagi Peneliti

Memberikan gambaran terkait pelaksanaan Pengadaan Tanah skala

kecil serta kendala sekaligus solusinya, hal ini berguna bagi peneliti

19 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.
105.
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selanjutnya untuk memberikan solusi yang lebih baik, penyelesaian

permasalahan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis20

a. Bagi Penyelenggara Pengadaan Tanah

Memberikan gambaran serta masukan terkait Pengadaan Tanah skala

kecil yang berguna bagi penyelenggara Pengadaan Tanah. Dengan

mengetahui hambatan serta solusinya diharapkan dapat meminimalisir

terjadinya konflik, atau menanggulangi dengan cara yang lebih baik.21

b. Bagi Pemerintah

Memberikan realisasi permasalahan yang terjadi dalam Pengadaan

Tanah skala kecil, hal ini dapat memberikan masukan yang mendorong

pemerintah untuk lebih memperhatikan dan membuat kebijakan akan hak

dan kewajiban masing-masing pihak yang mengedepankan keadilan.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan terkait pelaksanaan Pengadaan Tanah guna

Pembangunan oleh pemerintah dengan tujuan kepentingan umum.

Memberikan pemahaman akan pentingnya pembangunan yang dilakukan

oleh pemerintah dimana manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat.

20 Ibid., 108.
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D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan peninjauan

terhadap beberapa hasil penelitian berupa karya ilmiah yang berkaitan dengan

Pengadaan Tanah guna menghindari terjadinya persamaan terhadap penelitian yang

telah ada sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang telah ada sebelumnya

diantaranya:

Pertama, Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis pada Pembangunan Jalan

Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes)” oleh Mohammad Paurindra Ekasetya,

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penelitian pada skripsi ini mengkaji

mengenai prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan ganti rugi bagi

pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Kabupaten Brebes yang mana berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut

kurang sesuai dengan peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007 dan Peraturan

Presiden RI No. 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2006,

dimana pemberian ganti rugi kepada warga terdampak berpedoman pada NJOP

namun tidak memperhatikan hal-hal penting yang berpengaruh pada harga tanah.22

Adapun perbedaannya dengan Proposal Skripsi ini terletak pada objek dan lokasi

penelitian, pada Skripsi tersebut objek dan lokasinya ialah Pembangunan Tol Trans

22 Mohammmad Paurindra Ekasetya, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2015), hal. 132.
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Jawa di Kabupaten Brebes. Sementara pada penelitian proposal Skripsi ini ialah

Pembangunan Taman Budaya Bantul D.I. Yogyakarta.

Kedua, Skipsi dengan judul “Implementasi Asas Keadilan dalam Penentuan

Besarnya Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembagunan untuk Kepentingan

Umum (Pembangunan Waduk Gondang di Kabupaten Karanganyar)” oleh Hino

Setiabudi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Skripsi tersebut membahas

mengenai implementasi asas keadilan dalam penentuan nilai ganti kerugian

khususnya pada pengadaan tanah pembangunan Waduk Gondang di Karanganyar.23

Adapun perbedaannya, pada skripsi tersebut membahas mengenai implementasi asas

keadilannya pada penilaian ganti kerugian, sementara pada proposal skripsi ini

membahas terkait praktik pemberian ganti gerugian serta kendala yang terjadi di

lapangan serta kendala beserta solusinya. Perbedaan lainnya terletak pada objek

penelitiannya.

Ketiga, Skripsi dengan judul “Pemberian Ganti Rugi dalam Pelaksanaan

Pengadaan Tanah Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Tahun 2012 (Studi Kasus

Pengadaan Tanah di Desa Jetis Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)” oleh

Qodli Zaka Fatahilah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta. Adapun hasil penelitian Skripsi tersebut disimpulkan bahwa pemberian

ganti rugi dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Jalur Lintas Selatan di Desa

23 Hino Setiabudi, “Implementasi Asas Keadilan dalam Penentuan Besarnya Ganti Kerugian
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Waduk Gondang di
Kabupaten Karanganyar)”, Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (2016), hal. 111.
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Jetis Kecamatan Saptosari telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Hambatan yang ditemukan dalam penelitian tersebut diantaranya, tingginya

ekspekstasi warga terhadap besarnya nilai ganti rugi, kendala saat melakukan

identifikasi dan inventarisasi, bukti pembayaran yang hanya berupa bukti

pembayaran PBB saja.24 Perbedaan dengan proposal skripsi ini terletak pada onjek

penelitiannya, yang mana pada skripsi tersebut objek penelitiannya ialah

Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan di Desa Jetis, sementara para proposal

skripsi ini objek penelitiannya ialah pembangunan Taman Budaya Bantul D.I.

Yogyakarta.

Keempat, Tesis dengan judul “Analisis Ganti Kerugian atas Tanah dalam

Pembangunan Jalur Rel Kereta Api di Kabupaten Barru”, oleh Evayani, Magister

Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Pada penelitian ini berfokus pada

perlindungan hukumnya terhadap masyarakat yang menolak nilai ganti kerugian atas

tanah yang telah diberikan oleh pemerintah.25 Sementara pada penelitian proposal

skripsi ini berfokus pada praktik pemberian ganti kerugiannya serta kendala yang

terjadi di lapangan beserta solusi. Perbedaan lainnya terlatak pada obek penelitiannya.

Kelima, Artikel Jurnal dengan judul “Pemberian Ganti Rugi terhadap Pengadaan

Tanah oleh Pemerintah untuk Kepentingan Umum”, oleh Luh Nyoman Diah Sri

24 Qodli Zaka Fatahilah, “Pemberian Ganti Rugi dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan
Jalur Lintas Selatan (JJLS) Tahun 2012 (Studi Kasus Pengadaan Tanah di Desa Jetis Kecamatan
Saptosari Kabupaten Gunungkidul)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2016), hal. 88.

25 Evayani, “Analisis Ganti Kerugian atas Tanah dalam Pembangunan Jalur Rel Kereta Api
di Kabupaten Barru”, TesisMagister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin (2021), hal. 5.
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Prabandari, dkk. Universitas Warmadewa. Meneliti terkait mekanisme pengadaan

tanah yang menjamin hak-hak warga terdampak atas ganti rugi yang layak. Fokus

pada penelitian artikel jurnal tersebut menitikberatkan pada mekanisme pemberian

ganti rugi dalam pengadaan tanah yang mana harus terlebih dahulu melalui

musyawarah dalam menetapkan besarga nilai ganti rugi. Disamping itu perlu

diperhatikan pula beberapa aspek yakni aspek sosial, budaya, hukum, kemanusiaan,

ekonomi, serta aspek politik.26 Berbeda dengan penelitian pada proposal skripsi ini

yang menitikberatkan khusus pemberian ganti kerugian dan permasalahan yang

terjadi di lapangan beserta solusinya. Perbedaan lainnya terletak pada objek

penelitiannya.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan garis besar atau ringkasan dari beberapa teori, konsep,

dan literatur yang dijadikan pedoman oleh peneliti, bertujuan untuk memberikan

legalisasi yang akurat dalam menyusun kerangka konseptual ataupun tuntutan dalam

mengkaji hasil penelitian.27 Dalam Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021, disebutkan bahwa kerangka

26 Luh Nyoman Diah Sri Prabandari dkk, “Pemberian Ganti Rugi terhadap Pengadaan Tanah
oleh Pemerintah untuk Kepentingan Umum”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1 (2021), hal. 5.

27 Mindian Fasitasari, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, (Semarang: FK Unissula,
2018), hal. 3.
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teoritik merupakan beberapa teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan

sebagai pisau analisis penulis guna mencari solusi permasalahan yang akan diteliti.28

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini sebegai berikut:

1. Teori Hak Menguasai Negara atas Bumi, Air dan Ruang Angkasa

Hak menguasai dari Negara diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA:29

a. Mengatur dan melaksanakan peruntukan, penggunaan, penyediaan serta

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

Hak yang terkait pengaturan penggunaan tersebut dijabarkan dalam berbagai

macam produk hukum perundang-undangan yang terkait bidang: Penataan fungsi

tanah; Pengaturan tata ruang; Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-

perbuatan hukum terkait bumi, air dan ruang angkasa. Hal ini dijelaskan dalam

berbagai bentuk peraturan perundang-undangan lainnya dalam bidang pembatasan

jumlah barang dan luas tanah yang boleh dikuasai, serta pengaturan hak

pengelolaan tanah.

c. Menetapkan dan mengorganisir antar hubungan hukum orang-orang dan

perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Hal ini dibahas dalam

28 Gugun El-Guyani dkk, Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021), hal. 8.

29 Rachmat Trijono dkk, Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan, (Jakarta: Badan
Pembinaan Hukum Nasional, 2015), hal. 4.



14

berbagai produk peraturan perundang-undangan lainnya dalam bidang seperti

pendaftaran tanah dan hak tanggungan.

Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa bumi, air beserta kekayaan alam didalamnya

dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan serta

kemakmuran rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, Bagir Manan merumuskan cakupan

dari definisi “dikuasai oleh negara” atau hak penguasaan negara, sebagai berikut: 30

a. Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah

adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang

atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya;

b. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan;

c. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha

tertentu.

2. Teori Kepentingan Umum dan Fungsi Sosial

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

disebutkan bahwa kepentingan umum merupakan kepentingan masyarakat, bangsa,

dan negara yang sudah seharusnya direalisasikan oleh pemerintah dan dimanfaatkan

sebesar-besarnya dengan tujuan kemakmuran rakyat.31 Kepentingan umum

berorientasi dalam arti peruntukannya, yakni untuk kepentingan bangsa dan negara,

30 Reny Heronia Nendissa, “Memaknai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dalam Konteks Pembangunan Maluku” Prosiding Seminar Nasional Kelautan
dan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpatti.Ambon, 18-19 Desember, 2019, hal.
13.

31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, Pasal 1 ayat (6).
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kepentingan bersama dari rakyat serta kepentingan pembangunan. Dalam hal ini

kepentingan umum merupakan kepentingan yang harus memenuhi peruntukannya

dan kemanfaatannya harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat baik

secara langsung maupun tidak langsung.32

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 memberikan ketentuan terkait kepentingan

umum berdasarkan peruntukannya. Disamping itu, Maria SW. Sumardjono

memberikan usulan agar konsep kepentingan umum tidak hanya untuk memenuhi

peruntukannya, namun lebih dari itu peruntukannya juga harus dirasakan

kemanfaatannya.33 Gunanegara menetapkan 2 (dua) kriteria dan 6 (enam) syarat

untuk kepentingan umum. Dua kriteria tersebut yakni dikuasai oleh negara, dan tidak

bersifat komersil atau mencari keuntungan. Adapun enam syarat yang dimaksud

diantaranya:34

Syarat pertama, dikuasai oleh negara. Kedua, tidak boleh menjadi hak milik

individual. Ketiga, tidak untuk komersil atau mencari keuntungan. Keempat,

diorientasikan untuk kebutuhan lingkungan hidup. Kelima, diorientasikan untuk

tempat peribadatan. Keenam, dilegalisasi dengan undang-undang. Sebagai syarat

wajib yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai kepentingan umum maka

32 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum di dalam Pengadaan Tanah
untuk Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 417.

33 Maria SW. Sumardjono, “Kriteria Penentuan Kepentingan Umum dan Ganti Rugi dalam
Kaitannya dengan Penggunaan Tanah”, artikel dalam Bhumibhakti Adhiguna No. 2 Tahun 1, 1991,
hal. 13.

34 Muwahid, Hukum Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,
(Surabaya: Duta Media Publishing, 2020), hal. 24.
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suatau kegiatan harus ditetapkan oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang

dalam hal ini ialah undang-undang. Pengaturan kepentingan umum tidak dapat

dilegalisasi oleh peraturan yang tingkatannya dibawah undang-undang.

Kaitannya dengan pengadaan tanah, Nanang Iskandar dan Hadi Arnowo

memberikan kriteria kepentingan umum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan

pengadaan tanah. Pertama, tidak untuk mencari keuntungan. Kedua, dilaksanakan

oleh pemerintah dan lembaga-lembaga publik yang didalamnya terdapat pihak

swasta dengan tetap melalui prosedur Kerjasama Pihak Swasta (KPS), hasil

pembangunan yang diorientasikan untuk kepentingan umum akan menjadi milik

negara.35

Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa seluruh hak atas

tanah memiliki fungsi sosial. Hernawan berpendapat, fungsi sosial yang dimaksud

dalam Pasal 6 UUPA sejatinya merupakan fungsi yang dimiliki oleh pemegang hak

serta memiliki fungsi kemasyarakatan. Hal ini berpengaruh pada penggunaan tanah

yang mana harus memperhatikan ataupun mempertimbangkan kepentingan

pemegang hak dan kepentingan masyarakat.36

Hernawan menjabarkan faktor yang harus diperhatikan ketika pengadaan tanah

berlangsung. Pertama, pengadaan tanah harus berpedoman pada syarat tata ruang

dan tata guna tanah. Kedua, pengadaan tanah tidak boleh membawa dampak

35 Nandang Isnandar dan Hadi Arnowo, Prinsip dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum di Indonesia, (Banyumas: SIP Publishing, 2021), hal. 36.

36 Ibid.
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kerusakan atau pencemaran kelestarian alam dan lingkungan. Ketiga, pelaksanaan

pengadaan tanah tidak boleh membuat rugi pemilik tanah.37

3. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya dalam rangka

mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi

ketimpangan kepentingan dan agar dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan

oleh hukum. Pengorganisasian dilaksanakan melalui pembatasan suatu kepentingan

tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.38 Soerjono

Soekanto mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan yang diberikan

kepada subyek hukum yang berbentuk perangkat hukum. beliau menyampaikan

bahwa selain penegak hukum terdapat lima faktor yang juga berpengaruh terhadap

proses penegakan hukum dan perlindungannya, diantaranya, undang-undang,

penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan.

Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya guna melindungi

masyarakat dari perbuatan kesewenangan penguasa yang melanggar aturan, atau

sebagai upaya mewujudkan ketertiban dan kenyamanan sehingga manusia dapat

menikmati martabatnya.39 Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum

37 Ibid, hal. 24.

38 Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013), hal.
263.

39Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”,
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-
lt63366cd94dcbc, 10 September 2022.

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc
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merupakan perlindungan yang mencakup harkat dan matrabat, serta pengakuan

terhadap HAM yang dimiliki setiap individu dengan berpedoman pada ketentuan

hukum dari kesewenangan. Philipus M. Hadjon menggolongkan perlindungan

hukum menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan

hukum preventif ialah perlindungan hukum dengan tujuan guna mencegah terjadinya

perselisihan yang mengarahkan tindakan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam

mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sementara perlindungan hukum represif

ialah perlindungan hukum yang bertujuan guna menyelesaikan perselisihan.40

Perlindungan hukum dalam hal ini ialah suatu jaminan yang diberikan pemerintah

kepada seluruh pihak agar dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang

dimilikinya dalam perannya sebagai subjek hukum.41

4. Teori Keadilan

Keadilan merupakan bagian dari tujuan hukum yang dibangun berdasarkan nilai-

nilai moral manusia.42 Keadilan menurut Aristoteles wajib diberikan negara kepada

seluruh warga negaranya, dan hukum yang memiliki tugas menjaganya agar keadilan

sampai kepada seluruh warganya. Aristoteles menbagi keadilan menjadi dua macam.

Pertama, keadlian distributive, keadilan ini berorientasi pada kesinambungan antara

40 Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu bagi Tenaga Kerja
Indonesia (TKI)”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hal. 40.

41“Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”,
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-
lt63366cd94dcbc, 10 September 2022.

42 Muwahid, Hukum Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,
(Surabaya: Duta Media Publishing, 2020), hal. 43.

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc
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sesuatu yang didapati (he gets) dengan apa yang seharusnya didapatkan (he is

received). Kedua, keadilan kolektif merupakan keadilan yang bertujuan guna menilai

kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini kaitannya dengan hubungan antara satu orang

dengan yang lainnya merupakan keseimbangan mengenai sesuatu yang diberikan

(what is given) dengan yang diterimanya (what is received).

Pada dasarnya, keadilan merupakan unsur yang urgrnt keberadaannya dalam suatu

tatanan hukum, relasinya dengan tatanan masyarakat .dan keadilan dimaknai sebagai

hubungan yang ideal bagi manusia. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya Pasal 2 ayat

(4) bahwa “Biaya ringan, artinya biaya yang seringan mungkin dikeluarkan dan

dapat dipikul oleh rakyat, ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk

kebenaran dan keadilan.”43 Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas bahwa tuntutan

mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan tidak melupakan

kecermatan, ketelitian, serta kehati-hatian sekaligus kepatutan dalam menyelesaikan

suatu perkara sehingga putusan yang dihasilkan dapat bermanfaat, benar, serta

memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.44

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

43 Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

44 Sugianto dan Leliya, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Sebuah Analisis dalam
Perspektif Hukum dan Dampak terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat, (Yogyakarta:
DEEPUBLISH, 2017), hal. 17.
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Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (field research) dan

kepustakaan (library research). Dimana penelitian lapangan merupakan penelitian

yang bertujuan untuk mempelajari terkait interaksi lingkungan, posisi, serta

kondisi lapangan suatu unit penelitian berdasarkan realita.45 Sementara penelitian

kepustakaan ialah penelitian yang bersumber dari buku, karya, tulisan, yang ada di

perpustakaan, atau sumber-sumber resmi lainnya namun tetap terjamin

kemurniannya, keabsahannya, serta keautentikannya.46

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis, dalam hal ini peneliti

menganalisis guna memberikan gambaran atas subyek dan obyek peenelitian,

menafsirkan data secara deskriptif.47

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini ialah yuridis sosiologis, merupakan pendekatan

yang mengkaji terkait reaksi serta interaksi yang terjadi saat suatu sistem norma

hidup dalam masyarakat.48 Dasar pemikiran penelitian ini ialah hukum normatif,

45 Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan Operasionalnya, (Tulungagung:
Akademia Pustaka, 2018), hal. 90.

46 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Jakarta:
PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hal. 334.

47 Samsu, METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,
Mixed Methods, serta Research & Development), ( Jambi: PUSAKA JAMBI, 2017), hal. 111.

48 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.
88.
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namun bukan meneliti terkait normanya akan tetapi mengenai reaksi serta

interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut hidup dalam masyarakat.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan dari sumber utama atau data yang

diperoleh langsung dari masyarakat,49 atau dari tangan pertama dan diolah oleh

suatu lembaga yang terkait ataupun perorangan.50 Dalam hal ini diperoleh

melalui informan yakni dari Pejabat ATR/BPN Kabupaten Bantul, Pejabat Dinas

Kebudayaan Kabupaten Bantul, Pejabat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Bantul, Pejabat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kabupaten Bantul, serta beberapa warga yang tanahnya terkena

proyek pembangunan Taman Budaya Bantul.

b. Data Sekunder

Merupakan jenis pengumpulan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan

dan studi dokumen.51 Data sekunder dapat diartikan pula sebagai data yang

bersumber dari bahan tertulis. Gregory Churchill mengklasifikasikan tiga bahan

hukum dalam data sekunder penelitian hukum, diantaranya:

49 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 51.

50 Muslam Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, (Malang: UMM Press,
2009), hal. 112.

51 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.
124.
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1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif, atau

yang mempunyai otoritas.52 Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer:

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA).

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.

d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum.

e) Peraturan Menteri ATR KBPN No 19 tahun 2021 tentang Ketentuan

Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

f) Keputusan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pembentukan

Panitia Pengadaan Tanah Taman Budaya Kabupaten Bantul Tahun 2021.

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum

primer, diantaranya rancangan undang-undang hasil penelitian, karya tulis

hukum, jurnal artikel hukum, serta hasil penelitian hukum lainnya.

52 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 181.
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3) Bahan hukum tertier, adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, KBBI (Kamus

Besar Bahasa Indonesia) serta ensiklopedi.53

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah wawancara dan

observasi.

a. Wawancara, merupakan cara memperoleh data yang dilakukan melalui

komunikasi lisan yang terstruktur, semi struktur, dan tak struktur.54

Wawancara membutuhkan beberapa responden yang disebut juga sebagai

inform penelitian.55 Dalam penelitian ini yang menjadi inform penelitian

ialah dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Bantul, Dinas Kebudayaan

Kabupaten Bantul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul,

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Bantul, serta sejumlah warga yang tanahnya terdampak pengadaan tanah

Pembangunan Taman Budaya Bantul.

b. Observasi, merupakan pengamatan serta pencatatan secara sistematis

terhadap fenomena yang terlihat pada objek penelitian. dapat dikatakan pula

bahwa observasi ialah pengamatan khusus serta pencatatan sistematis yang

53 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.
62.

54 Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan Operasionalnya, (Tulungagung:
Akademia Pustaka, 2018), hal. 114.

55 Ismail Suardi Wekke, dkk, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta, Gawe Buku, 2019), hal.
14.
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diorientasikan pada satu ataupun beberapa fase, dengan tujuan untuk

memperoleh data yang diperlukan untuk pemecahan masalah yang

ditemukan.56 Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi pada objek

penelitian, yakni lokasi pengadaan tanah Pembangunan Taman Budaya

Bantul yang berlokasi di Padukuhan Kamijoro, Kalurahan Sendangsari,

Kapanewon Pajangan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Merupakan pengolahan data yang didapat dengan sedemikian rupa, hingga runtut

dan sistematis, dengan tujuan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis.

Pengolahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui pemeriksaan data dan

klasifikasi penyusunan data. Sementara analisis data merupakan kajian terhadap

hasil pengolahan data dengan menggunakan sejumlah teori yang telah diuraikan

dalam kerangka teori.57

G.Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang akan dikaji pada penelitian ini dirumuskan dalam

lima bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka

teoritik, metode penelitian, dan sistemaatika penulisan.

56 Samsu, METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,
Mixed Methods, serta Research & Development), (Jambi: PUSAKA JAMBI, 2017), hal. 98.

57 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.
103.
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Bab kedua, berisi tentang teori atau tinjauan umum mengenai pengadaan tanah

serta ganti kerugian pada pembangunan untuk kepentingan umum.

Bab ketiga, mengemukakan tentang gambaran umum kondisi geografis

penelitian, yang dalam hal ini ialah Taman Budaya Kabupaten Bantul yang berlokasi

di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Bab keempat, merupakan jawaban atau hasil analisis penelitian Pelaksanaan

Pengadaan Tanah Taman Budaya Bantul. Tentang mekanisme praktik pengadaan

tanah Taman Budaya Bantul beserta implikasi pemberian ganti kerugian, dan kendala

beserta upaya penyelesaiannya.

Bab kelima, penutup yang isinya menckup kesimpulan dan saran dari hasil

penelitian yang dilakukan. Kesimpulan, berisi mengenai kesimpulan yang

menggambarkan hasil penelitian, dilanjutkan dengan saran yang mengunkapkan hal-

hal yang bermanfaat dan mambangun terhadap hasil penelitian yang telah diperoleh.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Taman Budaya Bantul

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU

No. 2 Tahun 2012 dan peraturan yang terkait. Pengadaan Tanah untuk

pembangunan Taman Budaya Bantul yang bertujuan untuk memelihara dan

melestarikan seni dan kebudayaan daerah berkaitan dengan Teori Hak

Menguasai Negara atas Bumi, Air dan Ruang Angkasa. Pada tahapan

pemberian ganti kerugian, pada dasarnya telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yakni UU No. 2 Tahun 2012. Pemberian

ganti kerugian yang layak dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang

hak dan kepentingan masyarakat menunjukan bahwa pelaksanaan Pengadaan

Tanah tersebut relevan dengan Teori Kepentingan Umum dan Fungsi Sosial.

Pemastian legalitas tanah dan kepemilikan tanah relevan dengan Teori

Perlindungan Hukum.

2. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah pembangunan

Taman Budaya Bantul ialah Gubbernur tidak menyetujui lokasi PSG (Pasar

Seni Gabusan) sebagai lahan pembangunan Taman Budaya Bantul.

Penyelesaian dari kendala tersebut ialah Pemerintah Kabupaten Bantul

memilih Pajangan sebagai lahan pembangunan Taman Budaya Bantul.
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Beberapa hambatan dalam proses pemberian ganti kerugian diantaranya,

Pertama, ahli waris dari pemilik tanah yang meninggal dunia berdomisili

jauh dari lokasi objek pengadaan tanah. Kedua, pihak yang berhak meninggal

dunia sebelum pelaksanaan pemberian ganti kerugian. Ketiga, sulitnya

komunikasi dengan pihak yang berhak. Solusi atas hambatan tersebut

diantaranya, melibatkan unsur instansi pertanahan yang lebih banyak dalam

tim pelaksana pengadaan tanah, melakukan eksplorasi materi pra pelaksanaan

pengadaan tanah, serta memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi.

B. Saran

1. Bagi pemerintah

Perlunya koordinasi yang baik antar pemerintah guna kelancaran pelaksanaan

pengadaan tanah. Hal ini sangat penting dikarenakan jalannya dan

keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah sangat berkaitan dengan

kesepakatan pemerintah.

2. Bagi Tim Pelaksana Pengadaan Tanah

Tim Pelaksana Pengadaan Tanah hendaknya memahami secara komprehensif

mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah terlebih pada tahapan pemberian

ganti kerugian, karena tahap tersebut sangat riskan terjadi permasalahan.

3. Bagi warga

Hendaknya memaksimalkan perkembangan teknologi yang terjadi khususnya

teknologi komunikasi. Kehadiran teknologi komunikasi dapat dimanfaatkan

sebagai sarana musyawarah antara tim pelaksana dengan masyarakat setempat.
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